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Peraturan Daerah Kota Besar Surabajs
No. 35 sahun 1955.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

wPeraturan Daerah Kots Besar Surabaja mengenal pemungutan padjak kenda-
raan jang menggunakan djalanan dalam daerah Kota Besar Surabaja”.

Pazal 1.

Ketentvan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan Ketentuan-ketentuan
dari Voertuigenbelastingverardening Stadsgemeente Soerabaja” jang ditetapkan pada
tanggal 30 Djanuvart 1935 sebagal telah diubah dan ditambah terachir dengan peraturan
daerah pada tanggal 28 Desember 1953 jang dlundangkan dipapah Kantor Guberaur,
Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur di Surabaja pada tanggal [6 Maret 1954.

Pasal 2.

Peraturan daerah Ini jang disebut ,Peraturan padjak kendaraan Kota Besar
Surabaja” mulal berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955,

Ditetapkan ofeb Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaja.
pada tanggal 10 Agustus 1955,

Ketua,
eed.

Kepala Daerah
R. SOEPRAPTO

Kota Besar Surabaja,

ted. - Untuk turunan sebenarnja,
R.P.A. MAKMOER Sekertaris,
Wakil,

ted.
(MOH. JACOEB)

Diszhlan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat
keputusannja No. §;B.H,;75/364 tertanggal 12 Agustus 1955,

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timue tanggal 15
Agustus |955 Serl B No, Il.
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» YOERTUIGENBELASTING STADSGEMEENTE SOERABAJA™

Jang dimaksud dalam pasal | ,Peraturan Padjak Kendaraan Kota Besar Surabaja,

Pasal 1,

Untuk Kotamadya Surabaja dipungut padjak bagi pemakaian djalan-djalan de-
ngan kendaraan-kendarian seperti jang ditetapkan dalam pasal-pasal berikut ind.

Pasal 2.
Dalam peraturan inl dimaksud dengan :

ke-1. djalan-djafan : semua djalan-djalan besar-ketjil, lapangan-lapangan de-
ngan djembatan-djembatan dan berumbung-berumbung-
nja (duiker) semua dalam penguasaan dan pemeliha.
raan Kotamadya,

ke-2. kendaraan-kendaraan : semua kendaraan penumpang atau pengangkutan,
ketjuali:

a. kendaraan-kendarain penumpang dan pengangkutan,
jang melulu, atau djuga didjalankan dengan tenaga
mekanik Jang dipasang diatas atau pada kendarasn.
kendaraan penumpang atau pengangkutan itu laln
daripada jang melalul rel sepur, begitupun keretae
kereta-gandengan dari kendaraan-kerdaraan penum-
pang stau pengangkutan tersebut.

b. kereta-kereta anak atau kereta.kereta orarg tjatjad,
begltupun kendaraan-kendaraan penumpang atau pes
ngangkutan, jang tergolong barang-barang permalne
an anak-anak.

Pasal 3.
(Lthat Keputusan D.P.R.D.-G.R, tgl. 30 Djanuari 1969 No. 06/D.P.R D.-G.R./Kep [69).

Pasal 4.

)] Wadjib-padjak lalah orang Jang sebagai pemegang kendaraan-kendaraan tersebut
dafam pasal 3, memakai djalan dengan kendsraan-kendaraan itu, satu dan lain apabils
ia berkedudukan atau bertempat-tinggal pokok dalam daerah Kotzmadya Surebaja.

Pemegang-pemegang adalah perseorangan atau badan hukum

(2) Kepala keluarga dianggap sebagal pemegang kendaraan-kendaraan dari atau une
tuk snggota-anggots keluarganja, Apablizx pertu Kepala Daerah menetapkan siapa jang
harus dianggap sebagal kepala keluarga.
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(3) Bagl pembajaran padjak Jang terhitung oleh anak-anak dibawah umur, ofang-
orang jang dibawah perwalian {onder curatele}, gila atau jang tidak berada ditempag,
maka wakilnja jang sah bertanggung-djawab sebagal orang jang dikenakan padjak.

4 Kuasa atau fain-lain orang, jang didalam negeri ini bertindak untuk anak-anak
dibawah umur, bertanggung-djawab dengan tjara fjang sama, djika wakilnfa berdiam
dlluar wilajah Indonesla.

] Djika suatu kendaraan dipegang oleh lebih darl seorang, maka mereka masing~
masing bertanggung-djawab atas dipenuhinja ketentuan-ketentuan darl peraturan 1inl.

Pasal 35,

(1 Dibebaskan dari padjak ¢

a. kendaraan-kendaraan milik negara atau daerah otonom, asalkan melulu diper-
gunakan untuk Dinas Umum;

b. kendaraan-kendaraan, jang njata-njata dibuat untuk pemgangkutan orang-orsng
sakit atau majat-majat;

c. kendaraan-kendaraan, fang njata-njata dibuat untuk dinas ,Palang Mersh™;

d.  kendaraan-kendaraan, jang merupakan persediaan barang dagangan darl pemilik
pabrik atau pedazgang untuk didjual dan tidak dipergunakan sedain hanja untuk
pertiobaan,

92 Kendaraan - kendaraan, jang dimaksud dalam ajat (1) pasal inl dibawah huruf
a dan b, harus diber| tanda-tanda chusus, jang tjontoh dan warnanja, begitupun tem-
pat pemasangannja ditetapkan oleh Kepala Daerah dan jang diberlkan dengan tjuma-
tjuma oleh Kotamadya,

Pasal 6.

in Tahun padjak berlaku dari | Djanuari sampai dengan 31 Desember,

(0 Apabila kewadjiban membajar padjak terdjadl dalam tahun padjak jang sedang
herdialan, maka terhutang seperduabelas bagian darf tarip jang ditetapkan dalam pa-
nl 3 diperkalikan dengan djumlah bulan jang pada saat terdjadinja kewadjlban. pad]ak
belum lampau seluruhnja.

(3 Untuk roda-angin sebagai dimaksud dalam pasal 3 sub d angka | Jang mela-
kukan pemakalan djaian dalam tahun padjak jang sedang berdjalan, senantlasa’ terhu.
tang padjak untuk satu tahun penuh

(1) Djika suatu kenduraan, jang telah dibajar padjaknja Jang terhuting untuk satu
tahun, pindah ketangan lain dalam tabun Ity djuga, maka pemegang baru tidak ter-
hutang padjak untuk tzhun tersebut, apabila pemegang Jang dabulu tidak diberl pem-
bebasan padjak berdasarkan pasal il
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Pasal 7.

(1) Wadjib.wad|ib-padjak tiap-tlap tahum dalam bulan Djanuari diharuskan menges
djuken-surat-pamberi tahvan - padjak dengan membawa kendaraan jang bersangkutine
Mereks, jang sesudah | Djanuarl mendjadl wadjib-padjsk atau mendjadi wadjib-padjek
untuk djumlah Jang lebih cinggl. diharuskan pula mengadjukan pemberl tahuan dengen
tjars jang sama selambat-lambatnja dalam waktu tiga puluh harl.

() Padjak jang. cerhutang harus dibsjar seluruhnja pada waktu pemberi tahuan
padjak diadjukan,

(1) Sebagal tanda-pembajaran-padjak diberikan kwitansi untuk semua kendaraan,
ketjuali untuk sepeds dan untuk semus kendaraan dlberikan tanda - merk, jang dipa«
sang oleb plhak Kotamadya dibagian kendaraan Jang mudah terfihat menurut petuns
djuk Kepala Daerah,

2) Bentuk dan warna darl tanda-merek ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
tisp-tisp -tahun padjak,

(3)  Bersama-sama dengan pemasangan tanda-merek baru pada kendaraan, maks
tanda-merek Jang berlaku untuk tahun padjak jang lampau dihapuskan.

Pasat 9.

Mengenai kendaraan-kendaraan lain daripada roda-angin, Kepala Daerah bar-
wenang - untuk satu kali dalam tahun-padjak jang bersangkutan, apabila tanda-merok
jong selah dipssang untuk tahun-padjak its hilang, memerintahkan pemasangan tanda.
maerek baruy dengan pembajaran Rp. 10,— setelah diperlihatkan kwitansi dimaksud
dalam pasal 8 ajat (1).

Pasal 10,

(1)  Wadjib-padjak, jang tidak atau tidak pada waktunja mengadjukan surat-pems
beritshusn-padjak bagi suatuy kendaraan atau febth, untuk mana la -diwadjibkan berds
sarkan peraturan Inl atav lalai membajar seiuruhnja padjak jang terhutang barsama
sama dengan pengadjuan surat-pemberitahuan-padjak. dikenakan padjak kerena djae
batan (smbtshalve) oleh Kepala Daerah.

(2)  Penetapan padjak karena dJabatan jang dimaksud dalam ajat (1) pasal Ini dl
ml:uh dengan 109 dan selandjutnja dimasukkan 'dalam kohir, jang tjontohnja dites
tapkan oleh Kepala Daerah.

3) Selekas mungkin setelah penetapan kohir sebagal dimaksud dalam ajat (2),
maks, kepada wad)ib-padjak disampatkan dengan tJuma-tjuma surat-ketetapan-padjak,
ang tjontahnja ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan da

ordannanst 8 Nopember 1929 (Stbl. No. 517} sebagalmana Ini telah atau akan
dlubah atsu ditambah,
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1)) Orang fang menaruh keberatan atas padjak jang dikenakan padanja sebagal di-
maksud dalam zjat (1} pasal Ini, dapat mengadjukan keberatannja kepadz Dewan Per-
wakllan Rakjat Daerab dalam waktu ¢iga 3 bulan setelah surat-ketetapan-padjak
diberlkan.

(%) Pada surat-surat—ketetapan-padjak tersebut dalam ajst (3) pasal ini dladakan
tjatatan sebagai kwitansi, setelah padjak jang terhutang dibajar.

(6) Bersama-sama dengan pembajaran padiak dimaksud dalam pasal Inl, kepada wa-
d)ib-padjak diberikan untuk tlap-tiap kendaraan jang telah dibajar padjzknjs, tanda-
merek sebagal dimaksud dalam pasal 8 jang harus dipasang setjara jang ditjantumken
dalam pasal 8 dan untuk keperluan ind kendaraan harus dibawa ke Kantor Kotamadya,

Pasal Il.

(1) Kepada orang jang dalam tahun padjak berhent! sebagal wadjlb-padjak, atas
permohonannja diberikan pembebasan padjak Jang terhutang untuk djumiah bulan da-
ri tahun-padjak, jang pada waktu permohcnan itu diadjukan masih belum berdjsfan.

) Djika diadjukan parmohonan sebagat dimaksud diatas, maka tanda-merek
Jang telah diberikan, harus dikemballkan kepaca Sekertariat Kotamadya,

(3) Ketentuan dalam ajat (I) pasal ihi tidak berlaku untuk sepeda.

Papal 12.

Terhadap keputusan Kepala Daerah dimaksud dalam pasal 4 ajat (2), pula ter-
hadap semua keputusan - keputusan lain tentang hal - hal jang menjangkut kewadjiban-
padiak, sepandjang tidak mengenal padjak jang dimasukkan kohir, dapat diadjukan ban-
ding kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah..

Pasal |3.

4} Dilarang mengemudikan kendaraan didjalan umum, djika kendaraan inl tidak
diperlengkapl dengan tarda-tanda fang berlaku sebagei dimaksud dalam pasal 5 ajat
(2) stau pasal 8 ajat (I), menurut ketentuan.ketentuan dalam peraturan Ini.

(2) Larargan ini tidak berlaku dalam waktu-waktu jang ditentukan untuk meng-
sdjukan surat-pembert tahuan-padjak sebagal tertjantum dalam pasal 7 ajat (1), deml-
kian djuga bagt kendaraan - kendaraan dimaksud dalam pasal 5 ajat {I) sub ¢ dan d.

Pasal 14,

(N Tidak memenuh! kewadjiban tersebut dalam pasal 7 ajat (i) atav melangga
larargan dimaksud dalam pasal 13 ajat (1), dibukum dengan hukuman kurungan sela-
ma-famanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja seratus ruplah.
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(2) Djika wakty berbuat pelanggaran belum lewat satu tahun sedjak adanja kepu-
tusan hakim terdahule terhadap pelanggaran. jang sama jang tidak dapat diubah lagl,
maka ketentuan hukuman dalam ajac () pasal ini dapat diperlipatkan dua kzli.

Pasal |IS.

Kewadjiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan darl peraturan ini, dalam
hal-hal ketentuan-ketentuan itu harus diterapkan terhadap badan hukum, dibebkankan
pada anggota-anggota pengurus atau djika anggota-anggota ini tidak ada, pada wakil
dari badan hukum tersebut.

Pasal [6.

in Jang dlserahi pula dengan pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan ini
lalah Kepala Daerah, Kepala Bagian Padjak dan pegawai-pegawal Bagian Pengawasan
Umum,

{2)  Pegawal-pegawai dimaksud dalam ajat (|} berwenang minta kepada pengemudi
kendaraan, jang terdapat didjalan umum, supaja kendaraznnja diberhentikan untuk
diperikss, apakah sudah diperlengkapi dengan tanda-tanda jang berlaku sebagai dimak-
sud dalam pasal 5 ajat {2) dan pasal 8 ajac ().




